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ABSTRAK

: - Bahwa untuk menyajikan piutang kementerian negara/lembaga dengan nilai bersih yang dapat

direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih
berdasarkan penggolongan kualitas piutang dan ketentuan mengenai kualitas piutang
kementerian negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih selama ini
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 10 Tahun 1995 (LN
Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun
2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana
telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 19 Tahun 1997
(LN Tahun 1997 No.42, TLN No.3686) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2000 (LN
Tahun 2000 No.129, TLN No.3987), UU 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.43, TLN No.3687), UU 17
Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN
No.4355), PP 22 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.57, TLN No.3694) sebagaimana telah diubah
dengan PP 52 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 No.85, TLN No.3760), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006
No.25, TLN No.4614), PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.116, TLN No0.4886), PP 71 Tahun 2010
(LN Tahun 2010 NO.123, TLN No.5165).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menilai Kualitas
Piutang dan memantau dan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan
Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Kualitas Piutang ditetapkan dalam
4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas
macet. Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan. Kementerian Negara/Lembaga wajib
membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus. Agunan atau
barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa
Piutang. Nilai agunan atau barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g
dan Pasal 8 ayat (1) huruf d bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang
sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih apabila Kementerian Negara/Lembaga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan,
atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang. Ketentuan mengenai penilaian
agunan atau barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9
Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang
berkaitan dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.



